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KATA PENGANTAR 
 

Kalimantan Timur, alam raya yang indah, kaya bahan 
minyak, emas, hutan, kebun sawit, batubara, dan yang terbaru 
karst. Hijau hutan alami akhirnya berubah menjadi kawasan 
gundul, akibat illegal logging, alih fungsi lahan perkebunan 
sawit. Kilatan tambang emas di Kutai Barat, tinggal nama, kini 
menjadi areal lahan mati. Namun, emas hitam menjadi 
primadona bagi mereka yang ingin berinvestasi.  

Ini awal kehancuran sebuah negeri yang kaya raya, semua 
habis, dibabat, digali, dikeruk, diangkut, butiran-butiran emas 
hitam dibawa pergi oleh tongkang-tongkang, dan Sungai 
Mahakam jadi saksi bisu keserakahan manusia. Ironi sebuah 
negeri, yang kaya, namun generasi muda mati di lubang emas 
hitam, karena tidak mau reklamasi dan pascatambang. 

Hari ini menjadi hari yang berharga bagi suatu perjuangan 
untuk tetap menjaga alam yang indah ini. Pimpinan yang baru di 
Propinsi ini memberi harapan terakhir yang tersisa untuk dijual 
atas nama izin usaha pabrik semen di kawasan konservasi yang 
kaya sumber daya air, yakni karst. Tiap hari ada aksi penolakan, 
namun yang ada hanya diam, menyalahkan, dan bilang 
mahasiswa dan akademisi sebagai orang bego. 

Empat kata yang memberi makna dan warning bagi 
pemerintahan propinsi Kalimantan Timur, untuk memegang 
amanah jabatan itu, bukan hanya memberi izin, konsesi, dan 
dispensasi bagi kepentingan investasi. Lebih luas lagi, 
pemerintah menempatkan kepentingan masyarakat lebih dulu, 
anak cucu kita, dan menggunakan sumber alam dengan benar, 
arif serta bijakasana, bukan bego. 

Buku Bunga Rampai Penataan Sumber Daya Alam (SDA), 
seri ketiga merupakan sebuah kumpulan artikel. Hasil dari 
renungan dan perjalanan menjelajah Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Utara yang dilakukan penulis. Tulisan dan coretan 
ini, dimulai sejak 2008 sampai sekarang, sesuatu yang penulis 
syukuri bisa menikmati alam yang indah, asri, alami, kearifan 
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lokal masyarakat dalam menjaga hutan dan sumber daya alam 
lainya di Kalimantan Timur. 

Semua artikel ini tiap minggu saya tulis dan dimuat di 
gagasanhukum.wordpress.com, kompsiana.com, dan blogspot. 
sitkotijah.com. Tulisan ini diabdikan dalam sebuah buku  
berseri. Buku dalam bentuk kumpulan tulisan artikel ini adalah 
cara kita berbicara dengan zaman atas nama peradaban yang 
ada saat ini, bukan bego. 

Buku Bunga Rampai Penataan Sumber Daya Alam (SDA) 
seri ketiga, kumpulan artikel yang ditulis sejak Januari-
desember 2010. Buku ini didedikasikan buat Bapak Slamet 
selaku pendiri gagasanhukum.wordpress.com dan teman kuliah 
saat S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah 
membimbing dan menpload karya penulis, dengan keahliannya 
membimbing, mengajari cara menulis step by step. Kemudian 
buku ini dipersembahkan juga buat teman penulis Fadli, Ketua 
LSM Bumi Kaltim, yang memberi motivasi yang selalu saya ingat 
bahwa, “seorang dosen tidak menulis, lebih baik ke laut saja”. 
Sesuatu motivasi yang membuat saya untuk belajar dan terus 
belajar dari menulis artikel, jurnal dan buku. 

Kepada bapak ibu yang memberi doa dan nasihat yang 
membuat hati penulis damai, buat suami tercinta, juga sebagai 
teman, sahabat, dan motivator. Kepada semua yang telah 
membantu, percetakan lingkar media yang membantu layout 
buku ini. Tiada usaha yang sia-sia, tiada karya yang mati, dan 
tiada hasil mencederai usaha serta tiada gading yang retak. 
Semoga buku ini bermanfaat bagi semua orang. Benih ini saya 
tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat. Amin.  

 
                          Samarinda, 9 Mei 2019 
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LAHIR LBH KALTIM  VERSUS KASUS LINGKUNGAN 
 
 
 

Chapter 7 PBB menyebutkan bahwa, “Semua orang sama 

di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang 
sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang 
sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan 
dengan deklarasi ini, dan terhadap segala yang mengarah pada 
diskriminasi semacam ini.” 

Ini hak atas seorang di muka bumi untuk mendapatkan 
pengakuan atas hak dan keadilan yang sama di manapun berada. 
Namun, dalam realitas banyak hak warga yang notabenanya 
miskin, terpinggarkan seakan sulit untuk mencari nilai dari 
suatu keadilaan di negeri yang mengakui dan menjamin hak 
warganya. Ironis memang. 

Dijelaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, 
disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan 
yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan dasar hukum bagi 
setiap warganegara, termasuk warga yang tidak mampu untuk 
mendapat perlakukan yang sama di mata hukum dalam mencari 
keadilan. 

Dalam banyak kasus lingkungan hidup di Kaltim , misalnya 
kasus tanah yang ada pada masyarakat Kota Bangun dengan 
perusahaan pertambangan, masyarakat dibantu oleh PBHI 
Makassar. Masyarakat yang jadi korban adalah warga yang tidak 
mampu, dalam hal ini sering tidak mendapat jaminan dan 
pendampingan dalam menuntut hak dan keadilan. Ini yang 
melatarbelakangi lahirnya suatu Lembaga Bantuan Hukum 
Kalimantan Timur atau LBH Kaltim. Gagasan ini muncul atas 
kesadaran bersama organisasi masyarakat sipil Kaltim dalam 
menjawab kebutuhan gerakan untuk bantuan hukum struktural 
yang belum ada, untuk mengadvokasi kasus-kasus yang 
berkaitan dengan sumber daya alam dan lain-lain. 
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Bantuan hukum secara explisit diatur pada Pasal 28 G ayat 
(1) UUD, setiap orang berhak atas lingkungan dari pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah 
kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 
dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan 
hak asasi. Ini dipertegas lagi pada Pasal 28 H ayat (2) 
menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemu-
dahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan 
dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 
keadilan”. 

Dengan demikian, dari aturan di atas dapat ditafsirkan 
bahwa negara memberi jaminan atas nilai-nilai keadilan yang 
dicari warganya dengan menyediakan lembaga bantuan hukum 
bagi warga yang notabenanya tidak mampu. Jadi, lembaga 
bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi atau hak dasar 
setiap warga yang diberikan cuma-cuma/gratis seperti hak 
untuk hidup, hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan 
sehat dan lain-lain. 

Namun, jika kita lihat pada UU No. 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat, tidak secara jelas mengatur bagaimana cara dan 
prosedur untuk memperoleh bantuan hukum bagi warga yang 
tidak mampu, pada Pasal 22 ayat (1) UU  No. 18 Tahun 2003 
disebutkan, “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara 
cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ini 
kewajiban yang melekat pada siapapun yang berprofesi sebagai 
advokat, dimanapun ia berada untuk memberi bantuan hukum 
bagi warga yang tidak mampu. 

Permasalannya bantuan hukum selama ini seperti anekdot 
yang sering kita dengar: orang miskin dilarang sakit, orang 
miskin dilarang sekolah. Kenapa? Kerena mereka tidak mampu 
bayar, hal ini sama seperti nasib mereka para korban dalam 
sengketa sumber daya alam, mereka sulit untuk mencari 
keadilan dengan minta bantuan hukum secara cuma-cuma 
kepada advokat. Profesi advokat sudah menjadi profesi yang 
mengedepankan logika pasar dan ekonomi, siapa yang minta 
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bantuan harus bayar, bukan cuma-cuma alias gratis untuk minta 
bantuan hukum. 

Ke depan, dengan banyak persoalan lingkungan hidup dan 
sumber daya alam di Kaltim, keberadaan LBH Kaltim  
merupakan harapan baru bagi warga miskin di Kaltim  untuk 
mencari keadilan dan kepastian hukum, (07 Januari 2010).  
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PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP 
 
 

 

PENDIDIKAN adalah salah satu institusi yang berperan 

penting dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. 
Dalam hal ini untuk memberikan penyadaran tentang perlunya 
usaha menjaga dan melestarikan hutan dalam rangka penataan 
dan pengelolaan yang lebih baik, sehingga diharapkan akan 
menghasilkan generasi muda yang ramah terhadap lingkungan 
serta memiliki wawasan konservasi. 

Media lingkungan hidup sebagai sarana investasi sosial 
yang berjangka panjang dan berkelanjutan terhadap kelestarian 
alam, karena tujuan dari pendidikan lingkungan hidup itu untuk 
membentuk suatu sikap dan perilaku siswa yang akan menjadi 
anggota masyarakat. Menurut PBB badan pendidikan merupa-
kan pendidikan lingkungan hidup sebagai suatu proses untuk 
membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli 
terhadap lingkungan total dan segala masalah yang berkiatan 
dengannya, dan masyarakat yang memiliki, pengetahuan, kete-
rampilan, sikap dan tingkah laku, memotivasi serta komitmen 
untuk bekerja sama baik secara individu maupun secara kolektif 
untuk memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini dan 
mencegah berbagai masalah baru (UN-Tbilisi Georgia-USSR 
1997, dalam Unesco 1978). 

Momentum perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolan Lingkungan Hidup menjadi UU No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
membawa angin baru terhadap perubahan dalam tata kelola 
lingkungan yang lebih baik. Untuk itu pendidikan lingkungan 
hidup diarahkan pada lingkungan hidup yang baik dan sehat 
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UUD 1945. Karena 
pendidikan sejak dini akan membawa jiwa dan kesadaran 
seorang anak akan selalu mengingat dan melakukan suatu 
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kebiasaan untuk selalu menjaga lingkungan dengan bersih, baik 
lingkunga rumah maupun lingkungan di luar rumah. 

Indonesia melalui pendidikan formal sudah menerapkan 
pendidikan lingkungan sejak dini melalui mata pelajaran Pendi-
dikan dan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) oleh 
Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986. Kemu-
dian Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama kantor 
Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996 tentang 
Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup. 
Dan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan 
Nasional mengeluarkan SK bersama Kep No. 07/MenLH/06/ 
2005 No. 05/VI/KB/2005 untuk Pembinaan dan Pengembangan 
Pendidikan Lingkungan Hidup. 

Dengan demikian, dalam memberikan pendidikan ling-
kungan pada anak-anak berpola pada terciptanya integrasi  
mata pelajaran yang telah ada dengan muatan lokal di sekolah, 
sehingga memudahkan dalam menciptakan pemahaman dan 
kesadaran siswa dalam melestarikan lingkungan seperti di 
Kaltim,  yang berhubungan dengan sumber daya hutan serta 
memberikan pendidikan kepada masyarakat secara tidak 
langsung lewat anaknya tentang pemeliharaan dan pengelolaan 
hutan yang lestari. 

Di Kaltim khususnya di pedalaman, untuk berladang para 
petani melakukan dengan cara membabat dan membakar hutan 
untuk dijadikan ladang, hal ini sangat berbahaya dan memicu 
terjadinya kebakaran hutan. Pola-pola ini yang berusaha 
dirubah malalui pendidikan pada anak-anak mereka, supaya 
cara-cara itu diganti atau dihilangkan, sehingga Kaltim  pada 
musim tanam tidak terjadi kabut asam, penyakit ISPA, dan 
jadwal penerbangan yang terganggu . 

Ke depan, penerapan pendidikan lingkungan hidup 
sebaiknya melibatkan orangtua murid/wali sebagai upaya untuk 
meningkatkan kesadaran lingkungan dan mensosialisasikan hak 
lingkungan yang baik dan sehat lebih baik, (14 Januari 2010). 
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